PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan

permukiman kumuh perkotaan dan untuk mewujudkan
kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup
masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok
perumahan, perlu adanya Rumah Susun yang layak dan
dapat dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor

31 Tahun 2021 tentang Tarif Sewa Rumah Susun;

. bahwa untuk memberikan kepastian dan akuntabilitas

dalam penerapan pengelolaan rumah susun, maka
terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tarif

Sewa Rumah Susun;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
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Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor

5252);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6628);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan
Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
19/PRT/M /2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan
Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2019
Nomor 2);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Tarif Sewa Rumah Susun (Berita Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2021 Nomor 31);
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG
TARIF SEWA RUMAH SUSUN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik

Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tarif Sewa Rumah Susun
(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 31)

diubah sebagai berikut:

1.

Di

antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua)

Pasal, yakni Pasal SA dan Pasal 5B sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5A

Sewa sarusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, dibayarkan setiap bulan kepada
Pemerintah Daerah melalui UPT Rusunawa Dinas
Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Gresik, yang dituangkan dalam
perjanjian sewa antara Pemerintah Kabupaten
Gresik dengan Penyewa.

Sewa rusunawa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah

Kabupaten Gresik.

Pasal 5B
Calon penghuni yang telah membayar retribusi
dan telah memenuhi persyaratan sebagai
penghuni Rumah Susun wajib menyerahkan uang
jaminan sewa sebesar 2 (dua) kali besaran tarif
sewa yang diserahkan pada awal menempati
rumah susun.
Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disimpan pada rekening yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah.
Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hunian dikembalikan kepada penghuni
dalam hal:
a. waktu tinggal di rumah susun berakhir sesuai

perjanjian;
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b. penghuni mengundurkan diri; dan/atau
c. penghuni mendapatkan sanksi penghentian

hunian.

2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB VA dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
UANG JAMINAN SEWA RUMAH SUSUN
Pasal 6A
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional
pengelolaan rumah susun diatur dengan Peraturan
Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan

Permukiman Kabupaten Gresik

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI GRESIK,
Ttd.
FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
Ttd.
Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 33



